PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 30 TAHUN 2009
TENTANG

TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA
LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 grAdadang Nomor
13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korkgariu
menetapkan Peraturan Presiden tentang Tata Cagamykatan dan
Pemberhentian Anggota Lembaga Perlindungan SaksKdeban;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar NegaraliRkgdndonesia
Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13draB006 tentang Perlindungan Saksi dan
Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahuit 20omor
64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nd6Rb);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN PRESIDEN TENTANG TATA CARA
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA

LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN.

Pasal 1 ...
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Pasal 1

(1) Anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Koudiangkat oleh

Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat

(2) Presiden menetapkan anggota Lembaga Perliadugksi dan
Korban yang telah memperoleh persetujuan Dewan dkaem
Rakyat dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga pulhari

terhitung sejak tanggal persetujuan diterima oledsiBen.

Pasal 2

(1) Dalam hal anggota Lembaga Perlindungan Saksi Korban
berasal dari pegawai negeri sipil maka yang beigsgag
diberhentikan dari jabatan organik tanpa kehilangéatusnya

sebagai pegawai negeri sipil.

(2) Pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pgda (1) dapat
dinaikan pangkatnya setiap kali setingkat lebilgdirntanpa terikat
jenjang kepangkatan, sesuai dengan Kketentuan paratu

perundang-undangan.

(3) Pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pagat (1)
diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai nsigpdriapabila
telah mencapai batas usia pensiun sesuai dengantianh

peraturan perundang-undangan.

Pasal 3 ...
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Pasal 3

Dalam hal anggota Lembaga Perlindungan Saksi dambad berasal

dari anggota Kepolisian Negara Republik Indonesiau aTentara

Nasional Indonesia maka pemberhentian jabatan &mgi§epolisan

Negara Republik Indonesia atau Tentara Nasional orlesia

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturandasrg-undangan.

Pasal 4

(1) Anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban ladmdikan

karena :

a. meninggal dunia;

b. masa tugasnya telah berakhir;

c. atas permintaan sendiri;

d. sakit jasmani atau rohani yang mengakibatkaaktidapat
menjalankan tugas selama 30 (tiga puluh) hari setaus-
menerus;

e. melakukan perbuatan tercela dan/atau hal-hal Ya&ng

berdasarkan keputusan Lembaga Perlindungan Saksi da
Korban yang bersangkutan harus diberhentikan kaielah
mencemarkan martabat dan reputasi, dan/atau memgura
kemandirian dan kredibilitas Lembaga Perlindungakst

dan Korban; atau

f. dipidana ...
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f. dipidana karena bersalah melakukan tindak pideajahatan

yang ancaman pidananya paling singkat 5 (lima)rtahu

(2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayadilakukan

oleh Presiden atas usul Lembaga Perlindungan 8akdKorban.

Pasal 5

Pemberhentian karena alasan sebagaimana dimalsua Basal 4 ayat
(1) huruf a, huruf b, huruf ¢, dan huruf d diusuikaeleh Lembaga
Perlindungan Saksi dan Korban kepada Presiden udiigtapkan
pemberhentian sebagai anggota Lembaga Perlindurgsksi dan

Korban.

Pasal 6

(1) Pemberhentian karena alasan sebagaimana dichaledam Pasal
4 ayat (1) huruf e diusulkan oleh Lembaga PerligdunSaksi dan
Korban kepada Presiden dalam jangka waktu palimg |80 (tiga
puluh) hari terhitung sejak tanggal hasil pemeksdalam sidang
paripurna Lembaga Perlindungan Saksi dan Korbdradap yang

bersangkutan diterima.

(2) Pemeriksaan ...
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Pemeriksaan terhadap anggota Lembaga PerfjaduBSaksi dan
Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diskéesaileh
Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban melalui kesaunt
sidang paripurna dalam jangka waktu paling lamgt®@ puluh)
hari terhitung sejak tanggal diterimanya suratrgah pemeriksaan
dari Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korbadasarkan

pengaduan, laporan, atau temuan.

Pengusulan pemberhentian dengan alasan setzagaidimaksud
pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan setelah yargamgkutan
diberi kesempatan untuk membela diri di hadapasangjgaripurna

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

Ketentuan mengenai tata cara pemeriksaan sefaga dimaksud
pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peratusmbaga

Perlindungan Saksi dan Korban.

Pasal 7

Pemberhentian karena alasan sebagaimana dimalsua Basal 4 ayat

(1) huruf f diusulkan oleh Lembaga Perlindungan stalan Korban

kepada Presiden dalam jangka waktu paling lamati§@ puluh) hari

terhitung sejak tanggal putusan pengadilan yanghtehemperoleh

kekuatan hukum tetap diterima.

Pasal 8 ...
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Pasal 8

(1) Presiden menetapkan keputusan pemberhentigaimdgangka
waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitungagetanggal usul

pemberhentian.

(2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada Bybeillaku pada

akhir bulan sejak Keputusan Presiden ditetapkan.

Pasal 9

(1) Untuk mengisi kekosongan Anggota Lembaga iéuhgan Saksi
dan Korban sebagai akibat pemberhentian sebagaidharaksud
dalam Pasal 8, Presiden dapat mengangkat Anggatabdga
Perlindungan Saksi dan Korban Pengganti atas useuaK

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

(2) Masa jabatan Anggota Lembaga PerlindunganiSks Korban

Pengganti adalah sisa masa jabatan Anggota Lembaga

Perlindungan Saksi dan Korban yang digantikannya.

(3) Pengangkatan Anggota Lembaga Perlindungani SaksKorban
Pengganti tersebut dilaksanakan sesuai dengantkateperaturan

perundang-undangan.

(4) Pengangkatan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

(4) Pengangkatan Anggota Lembaga Perlindungani SaksKorban
Pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tditbekian oleh

Presiden kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat.

Pasal 10

(1) Dalam hal masa jabatan seluruh anggota LemPagkndungan

Saksi dan Korban berakhir maka calon anggota Lembag

Perlindungan Saksi dan Korban dipilih berdasarleeksi.

(2) Pelaksanaan pemilihan sebagaimana dimaksud @gat (1)
dilakukan oleh panitia seleksi yang dibentuk olekmbaga

Perlindungan Saksi dan Korban.

(3) Panita seleksi sebagaimana dimaksud padg2ysitidah dibentuk
paling lambat 6 (enam) bulan sebelum masa jabateygoda

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban berakhir.

(4) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada(ayaérdiri atas 5

(lima) orang, dengan susunan sebagai berikut :
a. 2 (dua) orang berasal dari unsur pemerintah; dan
b. 3 (tiga) orang berasal dari unsur masyarakat.

(5) Anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korlofarang

menjadi anggota panitia seleksi.

(6) Anggota ...
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(6) Anggota panitia seleksi tidak dapat dicalonlsaibagai anggota
Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

(7) Dalam melaksanakan pemilihan, panitia selelekelja secara
independen dan transparan dengan mengikutsertakdisigasi

masyarakat.

(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan pasdlaksi, tata cara
pelaksanaan seleksi, dan pemilihan calon anggotmbaga
Perlindungan Saksi dan Korban diatur dengan Pamatuembaga

Perlindungan Saksi dan Korban.

Pasal 11

Panitia seleksi memilih calon anggota Lembaga iéuhigan Saksi dan
Korban yang telah memenuhi persyaratan yang tata pamberian
persetujuan, jumlah calon yang dipilih, jangka wakengajuan calon
anggota, dan penempatan anggota Lembaga Perlindubglesi dan
Korban sesuai dengan ketentuan Pasal 20, Pasatia?l,Pasal 22
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Lembagaé&ungan

Saksi dan Korban.

Pasal 12 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 12

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tangtgtiaghkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 23 Juni 2009

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO



